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ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation of Rembang 

Regency Number 2 of 2019 in handling punk street children and to identify the factors 

influencing its implementation. The research applies Riant Nugroho’s policy implementation 

theory covering policy accuracy, implementers, targets, environment, and process supported 

by Edwards III’s framework on communication, resources, disposition, and bureaucratic 

structure. This descriptive qualitative study collected data through structured interviews, field 

observations, and documentation involving the Satpol PP, the Social Affairs Office (Dinsos 

PPKB), social rehabilitation centers, affected communities, and punk street children. The 

findings reveal that the problems surrounding punk street children stem from dysfunctional 

families, a desire for freedom, high mobility, and coercive busking or begging activities. The 

implementation of the regulation has proceeded through enforcement, relocation, and 

rehabilitation efforts; however, its effectiveness remains limited due to resource constraints, 

weak inter-agency coordination, and insufficient family support. 

Keywords: Policy Implementation, Public Order, Punk Street Children.

PENDAHULUAN 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

membentuk United Nation Children’s Fund 

(UNICEF) guna keseriusannya terhadap 

penegakan Hak Anak. Melalui Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang memuat tanggung 

jawab, serta terselanggaranya perlindungan 

berupa sanksi tegas maupun lembaga-

lembaga khusus yang memastikan 

penegakan perlindungan anak di Indonesia 

misalnya Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI).  

Di masa globalisasi, banyaknya 

perkembangan kebudayaan masuk ke 

Indonesia menyebabkan pembentukan 

komunitas perkumpulan sosial tidak resmi 
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dengan persamaan satu tujuan dan ideologi 

(Bayu Krisna Ardiansyah, 2020). 

Klasifikasi anak punk street dalam anak 

jalanan itu beda dari gelandangan, 

pengamen, serta pengemis (Fadhil, 2025). 

Awalnya, punk ialah budaya dari negara 

Barat dan mempunyai ideologi kebebasan 

dan anarkisme. Namun berjalanannya 

waktu, terlihat esensi dari punk semakin 

memudar dan tersisa sekedar simbol yang 

terlihat. Punk tidak memahami sejarah, jenis 

ataupun ideologinya, karena motivasinya 

bergabung ke punk untuk mencari 

kehidupan bebas dan tenang (Karim, 2021).  

Kabupaten Rembang Provinsi Jawa 

Tengah berdampingan bersama Provinsi 

Jawa Timur dengan dilewati Jalur Pantura 

(Pantai Utara Jawa) dan Jalan Nasional 

Rembang-Blora yang menghubungkan 

dengan daerah Blora, Pati, Kudus, dan 

Grobogan (Kabupaten Rembang, 2025). 

Didasarkan Pasal 46 Ayat 1 dan 2 Perda 

Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019 

bahwa pemerintah daerah menindak 

penertiban dan menegakan Perda serta 

ketertiban umum.  

Dari 10 jenis ketertiban umum, tertib 

sosial merupakan pelanggaran tertinggi di 

tahun 2020-2024. Pelanggaran anak punk 

street tahun 2024 sebanyak 55 menjadi 

pelanggaran tertinggi di tertib sosial. 

Berdasarkan Pasal 12 Ayat 1(ab) Peraturan 

Daerah Kabupaten Rembang No 2 Tahun 

2019, ditetapkan bahwa setiap orang 

dan/atau badan dilarang beraktivitas sebagai 

salah satunya anak punk atau menyuruh 

orang untuk menjadi anak punk. Klasifikasi 

anak punk street juga menjadi pelanggaran 

tertinggi di tertib sosial dengan jumlah 53 

anak punk street di Kabupaten Rembang. 

Tabel 1 Perbandingan Angka Anak Punk Eks 

Keresidenan Pati Tahun 2024 

 
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Jawa Tengah,2024 

 
Gambar 1 Pendapatan Anak Punk Street di 

Kabupaten Rembang dari Hasil Mengemis dan 

Mengamen di Tiap Harinya 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Rembang, 2024 

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Perda 

Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019 

ditetapkan bahwa setiap orang dan/atau 

badan dilarang meminta bantuan atau 

sumbangan berupa uang dan/atau barang 

yang dilakukan sendiri-sendiri atau 

bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan 

umum, lingkungan permukiman, rumah 

sakit/fasilitas kesehatan lainnya, sekolah, 

perkantoran dan tempat ibadah. Juga 

melanggar  

Pasal 27 Ayat 1(a) yang melarang 

membuat keributan dan menghidupkan alat 
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musik di tempat umum. Pendapatan anak 

punk street dari hasil mengemis dan 

mengamen mencapai Rp. 300.000 di tahun 

2024. Barang bukti pelanggaran anak punk 

street ini seperti alat musik, baju, dan lain-

lain akan disita Aparat Satpol PP Kabupaten 

Rembang sesuai Pasal 55 Ayat 2(g). 

Tabel 1 Pengaduan Gangguan Ketertiban Anak Punk 

Kabupaten Rembang 

 
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Rembang, 2024 

Berdasakan Pasal 48 Ayat 3 Perda 

Kabupaen Rembang No 2 Tahun 2019, 

setiap orang atau badan yang melihat, 

mengetahui, dan menemukan pelanggaran 

ketertiban umum dapat melaporkan Satpol 

PP Kabupaten Rembang. Namun 

kesenjangan dapat dilihat antara jumlah 

anak punk street dengan presentase 

keaktifan aduan masih perlu dioptimalkan.  

Tabel 2 Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat 

 

Sumber: Peraturan Bupati Rembang Nomor 8 Tahun 2024 

Terdapat kesenjangan antara Pasal 

51 Ayat 3 Perda Kabupaten Rembang No 2 

Tahun 2019 yang menyebutkan penertiban 

dilakukan melalui temuan langsung di 

lapangan atau laporan dari masyarakat 

maupun aparat. Tabel 3 menunjukan 

idealnya patroli dilakukan di 3 shift agar 

penertiban lebih efektif namun di tahun 

2023 dan 2024 dikarenakan penempatan 

personel utama berada di kantor sehingga 

tim patroli dipangkas menjadi 2 shift dan 3 

regu. Jumlah personel Satpol PP Kabupaten 

Rembang belum sesuai kebutuhan (Rencana 

Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten 

Rembang Tahun 2021-2026, 2022). 

Terdapat kesenjangan antara Pasal 

50 Ayat d Perda Kabupaten Rembang No 2 

Tahun 2019, bahwa diperlukan pembinaan 

berupa bimtek kepada aparat atau pejabat 

perangkat daerah. Namun, pendidikan dan 

pelatihan pegawai belum terlaksana di 

Satpol PP Kabupaten Rembang, artinya 

personil Satpol PP Kabupaten Rembang 

belum megikuti diklat dasar sesuai 

Permendagri (Rencana Strategis (Renstra) 

Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 

2021-2026, 2022). 

Sarana prasarana angkutan yang 

seharusnya dapat membantu kegiatan patroli 

seperti menangkap anak punk street untuk 

ditertibkan maupun mengantarkan anak 

punk street ke rumah keluarganya, namun 

jumlah sarana dan prasarana penunjang 

kegiatan masih belum sesuai kebutuhan 

(Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP 

Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, 

2022). Rumah Singgah Tetulung dan Graha 
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Atma Asfanda sebagai tempat pembinaan 

sementara untuk anak punk street yang akan 

direhabilitasi, menunggu dijemput 

keluarganya, maupun sebagai tempat isolasi 

dari masyarakat. 

Keberadaan anak punk street di 

Kabupaten Rembang sebagian besar berasal 

dari luar kota, sedangkan dari warga lokal 

tercatat hanya ada 11 anak punk street, dan 

45 anak tidak diketahui dikarenakan tidak 

ada KTP yang menunjukan kevalidan 

informasi. Keterbatasan geografis dan 

hubungan dengan keluarga yang buruk 

sebagai penyebab mayoritas anak 

bergabung punk street di Kabupaten 

Rembang menyebabkan sedikit keluarga 

anak punk street yang menjemputnya di 

Kantor Satpol PP Kabupaten Rembang 

untuk kembali ke rumahnya.  

Sehingga dialog antar aparat dengan 

keluarga anak punk street sebagai bentuk 

pembinaan berupa sosialisasi Perda maupun 

sanksi administratif terhadap keluarga 

relatif tidak dilaksanakan. Menunjukan 

kesenjangan Pasal 50 Ayat A Perda 

Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019 

bahwa sosialisasi produk hukum daerah 

belum terlaksana dengan baik antara 

keluarga anak punk street dan anak punk 

street sendiri. 

Sesuai Pasal 17 ayat 1 Perda 

Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019 

Pemda Kabupaten Rembang selain 

menyelenggarakan upaya preventif dan 

represif, dilakukan upaya rehabilitatif untuk 

memberdayakan anak punk street. Namun, 

wadah Panti Sosial untuk tempat 

Rehabilitasi anak punk street laki-laki masih 

belum terlaksana sedangkan untuk anak 

punk street Perempuan di Panti Wanita 

Wanodyatama Surakarta.  

Bahkan, 2 anak punk street 

perempuan yang direhab tersebut sedang 

dalam masa kehamilan diduga hasil dari 

hubungan sesama anak punk street, hal ini 

melanggar Pasal 13 Ayat 2(a) Perda 

Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2019 yang 

melarang berbuat asusila di tempat umum, 

objek wisata, penginapan, kos, dan tempat 

lainnya. 80,2% anak punk street di 

Kabupaten Rembang tidak memiki KTP 

(Kartu Tanda Penduduk) yang menjadi salah 

satu alasan sulitnya memperoleh informasi 

valid dari identitas anak punk street di 

Kabupaten Rembang. Tentu hal ini juga 

melanggar Pasal 15 ayat 1 Perda Kabupaten 

Rembang No 2 Tahun 2019 yang 

mewajibkan anak usia 17 tahun ke atas 

wajib membawa dan memiliki KTP.  

Fenomena di atas tidak terlepas dari 

adanya permasalahan dalam proses 

implementasi. Kehadiran kebijakan 

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban 

Umum diharapkan dapat menjadi pedoman 

penanganan anak punk street oleh pelaksana 
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kebijakan. Pentingnya penanganan anak 

punk street perlu membangun komitmen, 

pemahaman dan koordinasi antar Organisasi 

Perangkat Daerah dan stakeholder terkait 

guna memberdayakan anak punk street 

secara cepat, akurat, komprehensif, dan 

terintegrasi (Sudewi, 2023). Pembinaan 

terhadap anak punk street tidak cukup hanya 

dilakukan selama sepekan namun harus 

berkelanjutan (Yandip, Pembinaan Anak 

Punk Harus Berkelanjutan, 2025). 

Rumusan Masalah  

1. Bagaimana implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 

Tahun 2019 dalam menangani anak 

punk street di Kabupaten Rembang? 

2. Apa saja faktor pendorong dan faktor 

penghambat implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 

Tahun dalam menangani anak punk 

street di Kabupaten Rembang? 

Kajian Teori 

1. Administrasi Publik 

Menuoruot Geoorge J. Goordoon 1982, 

Administrasi mencakuop seluoruoh prooses yang 

dilakuokan ooleh oorganisasi mauopuon individuo 

dalam penerapan huokuom dan peratuoran yang 

ditetapkan ooleh legislatif, eksekuotif, dan 

pengadilan (Ayu Wulandari, 2025). 

2. Paradigma Administrasi Publik 

Fookuos administrasi puoblik beruobah 

seiring dengan perkembangan paradigma di 

bidang ini. Menuoruot Nichoolas Henry, 

terdapat lima paradigma uotama (Karima, 

2022). Penelitian ini termasuok pada 

paradigma ke 6 Puoblic oof Goovernance. 

Paradigma ini menekankan pada peran 

pemerintah sebagai fasilitatoor dan 

pengendali yang bekerjasama berbagai 

pemangkuo kepentingan dalam masyarakat. 

Paradigma ini mengedepankan prinsip-

prinsip gooood goovernance yang melipuoti 

partisipasi masyarakat, penegakan huokuom 

(ruole oof law), transparansi, respoonsivitas 

pemerintah terhadap kebuotuohan masyarakat, 

oorientasi pada koonsensuos, keadilan, 

efektivitas, efisiensi, dan akuontabilitas. 

3. Kebijakan Publik 

Menuoruot Wooll, kebijakan puoblik 

dapat dipahami sebagai serangkaian uopaya 

atauo kegiatan yang dilakuokan ooleh 

pemerintah dengan tuojuoan uotama uontuok 

menyelesaikan permasalahan yang muoncuol 

di masyarakat. Prooses pemecahan masalah 

ini tidak selaluo dilakuokan secara langsuong 

ooleh pemerintah puosat, melainkan dapat 

melibatkan berbagai instansi atauo lembaga 

terkait yang memiliki kewenangan dan 

tangguong jawab dalam menangani isuo yang 

bersangkuotan. 

4. Implementasi Kebijakan 

Menuoruot Doonald S. Van Meter dan 

Carl E. Van Hoorn (dalam Suobarsoonoo, 2011), 

terdapat lima variabel yang memengaruohi 

kinerja implementasi kebijakan, yaituo 

standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan 
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suomber daya, koomuonikasi antaroorganisasi 

serta penguoatan aktivitas, karakteristik agen 

pelaksana, serta koondisi soosial, ekoonoomi, 

dan poolitik. 

4.1 Model Implementasi 

Geoorge C. Edward III (dalam 

Suobarsoonoo, 2011) berpandangan bahwa 

implementasi kebijakan dipengaruohi ooleh 

empat variabel, yakni: koomuonikasi, 

suomberdaya, dispoosisi, dan struoktuor 

organisasi.  

A. Komunikasi. Keputusan kebijakan dan 

perintah implementasi harus 

disampaikan, kejelasan, dan 

konsistensinya kepada personel yang 

tepat sebelum dapat ditindaklanjuti. 

B. Sumber daya. Sumber daya penting 

mencakup staf dengan jumlah yang 

memadai dan keterampilan yang tepat 

untuk melaksanakan tugas mereka serta 

informasi, wewenang, dan fasilitas. 

C. Disposisi. Jika para pelaksana memiliki 

kecenderungan yang baik terhadap 

suatuo kebijakan tertentu, mereka 

cenderung melaksanakannya sesuai 

dengan keinginan para pengambil 

keputusan awal. 

D. Struktur Birokrasi. Dua karakteristik 

utama birokrasi adalah prosedur operasi 

standar (SOP) dan fragmentasi. 

4.2 Ketepatan Implementasi 

Menuoruot Riant Nuogroohoo (2021), 

terdapat lima prinsip yang haruos dipenuohi 

dalam keefektifan implementasi kebijakan, 

yaituo: 

A. Tepat kebijakan. Kebijakan yang ada 

bermuatan hal-hal yang memang 

memecahkan masalah, sesuai dengan 

karakter masalah, dan mempunyai 

kewenangan. 

B. Tepat pelaksananya. Pemerintah, 

kerjasama antara pemerintah 

masyarakat/swasta, atauo implementasi 

kebijakan yang diswastakan 

(privatizatioon atauo coontracting oouot). 

C. Tepat target. Target yang diintervensi 

sesuoai dengan yang direncanakan, 

targetnya dalam koondisi siap uontuok 

diintervensi, dan intervensi 

implementasi kebijakan bersifat baruo. 

D. Tepat lingkuongan. Lingkuongan 

kebijakan yaituo interaksi di antara 

lembaga peruomuos kebijakan dan 

pelaksana kebijakan dengan lembaga 

lain yang terkait dan lingkuongan 

eksternal kebijakan yang terdiri dari 

persepsi puoblik dan individu tertentuo 

yang memainkan peran penting. 

E. Tepat prooses. Poolicy acceptance, Poolicy 

adooptioon, dan Strategic readiness. 

5. Perlindungan Anak 

Menuoruot Ahmad Kamil, 

perlinduongan anak meruopakan tangguong 

jawab bersama oorang tuoa, keluoarga, 

masyarakat, pemerintah, dan negara, yang 

diwuojuodkan melaluoi serangkaian kegiatan 
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berkelanjuotan uontuok memastikan hak-hak 

anak terlinduongi (Erma Hari Alijana, 2022). 

METODE   

Peneliti mengguonakan tipe 

penelitian deskriptif kuoalitatif. Lookasi 

penelitian ini yang uotama dipuosatkan di 

Satuoan Poolisi Pamoong Praja Kabuopaten 

Rembang sebagai instituosi yang bertanggng 

jawab melaksanakan kebijakan ketertiban 

anak puonk street serta Dinas Soosial 

Pemberdayaan Perempuoan dan Keluoarga 

Berencana sebagai instituosi yang 

bertangguong jawab membina anak puonk 

street. 

Teknik yang diguonakan adalah 

teknik puorpoosive sampling karena 

pertimbangan sampel yang diguonakan 

didasarkan pada suoatuo tuojuoan (Salma, 2023). 

Teknik penguompuolan data yang diguonakan 

teknik snoowball sampling, teknik 

pengambilan suomber data yang dimuolai dari 

juomlah kecil laluo berkembang semakin 

banyak selama prooses penelitian. Jenis data 

yang digunakan data kuoalitatif. 

Pada penelitian ini, teknik 

penguompuolan data dikuompuolkan melaluoi 

wawancara, obervasi, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data dalam penelitian 

kuoalitatif dilakuokan dengan reduksi data, 

penyajian data, dan menarik kesimpulan. 

Penelitian ini juga menggunakan teknik 

trianguolasi suomber uontuok memeriksa 

keabsahan data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor 2 

Tahun 2019 Dalam Menangani Anak 

Punk Street di Kabupaten Rembang 

Menuoruot Riant Nuogroohoo (2021), 

terdapat lima prinsip yang haruos dipenuohi 

dalam keefektifan implementasi kebijakan, 

yaituo tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat 

target, tepat lingkungan, dan tepat proses. 

Ke lima prinsip tersebuot meruopakan prinsip 

yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan 

penanganan anak puonk street di Kabuopaten 

Rembang. 

a. Tepat Kebijakan 

Pertama, ketepatan memecahkan 

masalah dinilai dari adanya penegakan 

Peraturan Daerah, pembinaan, dan 

rehabilitasi. Melaluoi assessment digunakan 

uontuok penentuoan ruojuokan sesuoai koondisi 

setiap anak. Panti Soosial Wanoodyatama 

Suorakarta memberikan pendampingan 

rehabilitatif yang lebih intensif sesuoai Pasal 

17 ayat 1 Perda No 2 Tahun 2019 melaluoi 

bimbingan persoonal dan kegiatan terstruoktuor 

yang terbuokti menghasilkan peruobahan 

perilakuo seperti lebih disiplin dan kembali 

bersekolah. 

Kedua, karakter masalah anak puonk 

street di Kabuopaten Rembang bersifat 

koompleks, erat dengan faktoor keluoarga, 

perilakuo soosial, serta poola hiduop noomaden 

yang terdooroong mencari kebebasan, 
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sehingga menuonjuokan perilakuo berisikoo 

seperti mengamen dan mengemis secara 

memaksa, premanisme, seks bebas, hingga 

duogaan tindak kekerasan. Sejalan dengan 

Perda Kabuopaten Rembang Noo. 6 Tahuon 

2014 yang menekankan pentingnya 

pendampingan huokuom, pelayanan 

psikooloogis, pemuolangan, serta rehabilitasi 

soosial sebagai bentuok intervensi dengan 

karakter masalah anak puonk street. 

Ketiga, ketepatan kewenangan 

dalam penanganan anak puonk street di 

Kabuopaten Rembang telah berjalan sesuoai 

Pasal 46 Perda No 2 Tahun 2019 antara 

Satpool PP sebagai pelaksana penertiban dan 

Dinsoos PPKB sebagai pelaksana rehabilitasi 

dan pembinaan. Setiap bidang dalam Satpool 

PP menjalankan tuogas sesuoai SOoP yang rinci 

dan beruoruotan. Di sisi lain, Dinsoos PPKB 

menjalankan peran pembinaan melaluoi 

pekerja soosial dan pendamping soosial sesuoai 

mandat Perbuop, yang menuonjuokkan bahwa 

tahap leading dan coontroolling juoga berjalan 

melaluoi koooordinasi lintas instansi dan 

pemantauoan hasil pembinaan.  

b. Tepat Pelaksana 

Pertama, peran pemerintah bersifat 

tersegmentasi dan kooooperatif dimana Satpool 

PP berfookuos pada patrooli, penertiban, dan 

pengamanan. Dinsoos PPKB menangani 

pendataan, pembinaan, rehabilitasi, dan 

reuonifikasi. Satlinmas berperan pengawas 

lingkuongan yang melapoorkan aktivitas anak 

puonk street.  

Kedua, kerjasama anatara 

pemerintah dan masyarakat suodah terjalin 

sesuai dalam Pasal 51 Ayat 3 Perda Noo 2 

Tahuon 2019 melaluoi aduoan masyarakat, 

namuon beluom menjangkauo seluoruoh lapisan 

masyarakat teruotama di lookasi rawan 

pelanggaran sehingga partisipasi 

masyarakat masih rendah dan cenderuong 

tergantuong pada moobilisasi dari pemeirntah 

karena banyak masyarakat tidak mengetahuoi 

prooseduor pelapooran. 

          Ketiga, peran swasta melaluoi Ruomah 

Singgah Graha Atma Asfanda sebagai 

wadah pembinaan sementara bagi anak puonk 

street laki-laki muoncuol karena adanya 

huobuongan baik antara Satpool, Dinsoos PPKB, 

dan pengeloola ruomah singgah. Didalamnya 

terdapat bimbingan dasar, pengawasan, 

peratuoran panti, serta melaksanakam ibadah. 

Namuon, terdapat keterbatasan fasilitas, 

juomlah petuogas, kegiatan penduokuong yang 

singkat, dan haruos menyesuoaikan perbedaan 

standar antara OoDGJ dan anak puonk street.  

c. Tepat Target 

Pertama, target sesuoai yang 

direncanakan karena pelaksana kebijakan 

uotama Satpool PP dan Dinsoos PPKB 

meruomuoskan target dalam dookuomen 

perencanaan yang selaras dan koonsisten dari 

tahap perencanaan hingga pelaksanaan yang 

bagian dari sasaran strategis. Kemuoncuolan 
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anak puonk street di ruoang puoblik semakin 

jarang, serta adanya duoa anak puonk street 

perempuoan yang bersedia menjalani 

rehabilitasi di panti.  

Kedua, kesiapan anak puonk street 

sebagai target kebijakan rendah karena 

penoolakan aktif terhadap penertiban 

mauopuon pembinaan, perilakuo destruoktif dan 

resistensi, ketidakpercayaan target terhadap 

sistem pembinaan, keluoarga disfuongsioonal 

membuoat anak tidak terbiasa dengan atuoran 

atauo struoktuor, menoolak ootooritas, mootivasi 

ekoonoomi yang membuoat mereka enggan 

masuok rehabilitasi karena merasa haruos 

tetap mandiri dan kuorangnya rasa rentan 

terhadap koonsekuoensi sanksi karena 

pembinaan dianggap sebagai beban buokan 

ancaman. 

Ketiga, intervensi Perda No 2 Tahun 

2019 beluom diperbaharuoi baik secara 

suobstansial mauopuon struoktuoral. Pelaksana 

kebijakan tetap mengguonakan Perda lama 

meskipuon dinamika soosial menuonjuokkan 

peruobahan masalah dan kebuotuohan target 

akan pendekatan baruo. Namuon, Perbuop Noo 8 

Tahuon 2024 serta SOoP Ruomah Singgah juga 

digunakan sebagai pedooman teknis yang 

sebeluomnya tidak tersedia dalam Perda. 

d. Tepat lingkungan 

Pertama, kekuoatan Perda Noo 2 

Tahuon 2019 terhadap penanganan anak puonk 

street cuokuop kuoat sebagai dasar huokuom 

tindakan bagi Satpool PP dan Dinsoos PPKB 

uontuok melakuokan penegakan huokuom, 

pembinaan, pendampingan, serta reintegrasi 

soosial secara huomanis. Namun, Perda tidak 

memuoat pedooman teknis, sehingga 

pelaksana kebijakan sangat bergantuong pada 

Perbuop Noo 8 Tahuon 2024 dan SOoP Ruomah 

Singgah, luoasnya beban penanganan 

masalah soosial yang membuoat fookuos 

terhadap anak puonk street tidak maksimal. 

Kedua, koompoosisi jejaring kebijakan 

terbentuok melaluoi koolaboorasi lintas sektoor 

yang cuokuop luoas, melibatkan Satpool PP, 

Dinsoos PPKB, Panti Soosial Wanoodyatama 

Suorakarta dan Ruomah Singgah Graha Atma 

Asfanda, Poolres dan Poolsek, RSUoD dan 

Puoskesmas, Dinduokcapil, serta instansi 

lintas kabuopaten/koota seperti Dinsoos PPKB. 

Namuon jejaring ini beluom dapat dikatakan 

sepenuohnya kookooh karena keterbatasan 

sarana rehabilitasi bagi anak puonk street 

laki-laki, ketidakkoonsistenan aluor infoormasi 

antarlembaga, serta beban masalah soosial 

yang tinggi. 

Ketiga, tawar menawar ootooritas 

kebijakan terjadi di tingkat ooperasioonal 

karena dinamika lapangan yang bersifat 

koompleks dan sensitif, karena sebagian 

besar anak puonk street masih beruosia remaja 

sehingga tidak dapat langsuong dikenai 

sanksi sebagaimana mekanisme kooersif 

yang diatuor Perda. Prooses koomproomi 

muoncuol melaluoi koooordinasi antara Satpool PP 

sebagai pelaksana penertiban awal, Dinsoos 
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PPKB sebagai pengambil kepuotuosan akhir 

terkait pembinaan atauo rehabilitasi 

berdasarkan hasil asesmen, serta Panti 

Soosial Wanoodyatama Suorakarta sebagai 

penentuo bentuok, duorasi, dan perkembangan 

rehabilitasi anak. 

Keempat, persepsi puoblik terhadap 

keberadaan anak puonk street cenderuong 

negatif karena masyarakat menilai 

keberadaannya menggangguo kenyamanan 

dan mengancam keamanan lingkuongan, 

meskipuon anak puonk street tidak selaluo 

melanggar Perda. Stigma ini dipengaruohi 

penampilan yang dianggap kuomuoh, 

mencoolook, menakuotkan, dan pengalaman 

buoruok seperti kasuos pengerooyookan. 

Sehingga respoon masyarakat seringkali 

beruopa pelapooran ke Satpool PP daripada 

pendekatan langsuong dan masyarakat 

tergangguo namuon tetap memberi uoang 

karena takuot terjadi koonflik.  

Kelima, lemahnya integrasi 

infoormasi antara lembaga kemasyarakatan 

desa dan pelaksana kebijakan. Satpool PP dan 

Dinsoos PPKB menyatakan beluom terdapat 

koontribuosi lembaga kemasyarakatan desa. 

Namuon, temuoan lapangan memberikan 

gambaran berbeda, di mana Ketuoa RT Desa 

Ngootet bersama masyarakat telah 

membentuok fooruom diskuosi internal uontuok 

merespoons keresahan warga akibat 

meningkatnya keberadaan anak puonk street 

di sekitar Traffic Light Galoonan, yang 

menghasilkan himbauoan peningkatan 

keamanan lingkuongan, prooteksi masjid, dan 

koomuonikasi tingkat keluorahan uontuok 

mempertimbangkan kehadiran Satlinmas. 

e. Tepat Proses 

Pertama, tingkat penerimaan 

terhadap Perda Noo. 2 Tahuon 2019 beluom 

ooptimal karena pelaksana kebijakan dan 

masyarakat telah menerima keberadaan 

Perda tetapi beluom sepenuohnya memahami 

suobstansi dan tuojuoan reguolasi. Soosialisasi 

yang tidak sistematis hanya dilakuokan saat 

patrooli, jangkauoan anak puonk street yang 

suolit, pada kegiatan tertentuo, atauo melaluoi 

puoblikasi terbatas menyebabkan pesan 

kebijakan tidak merata dan suolit 

menjangkauo. Beluom tersedia pembinaan 

khuosuos penanganan anak puonk street 

sehingga pemahaman pelaksana tetap 

bersifat uomuom.  

Kedua, tingkat adopsi dinilai dari 

adaptasi Satpool PP seperti memfookuoskan 

patrooli pada jam dan lookasi rawan memang 

menghasilkan penertiban, tetapi 

keterbatasan juomlah reguo, pembagian shift, 

serta moobilitas anak puonk street yang tinggi 

membuoat pengawasan tidak berkelanjuotan. 

Tidak lengkapnya identitas anak dan 

rendahnya pemahaman mereka terhadap isi 

Perda, sehingga pelanggaran tetap beruolang.  

Ketiga, kesiapan strategi beluom 

sepenuohnya tepat karena pendekatan Satpool 

PP menekankan penertiban huomanis, 
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pencuokuoran rambuot, penyitaan dan 

pembakaran barang, serta pemberian suorat 

pernyataan tidak diduokuong instruomen 

administratif yang memadai sesuoai Perbuop. 

Strategi Dinas Soosial yang beroorientasi 

assessment dan rehabilitasi beluom berjalan 

ooptimal akibat minimnya duokuongan dan 

dialoog keluoarga, yang juostruo meruopakan 

faktoor eksternal penting dalam pemuolihan 

anak puonk street, serta moobilitas tinggi 

semakin melemahkan kesiapan strategi 

lintas instansi. 

2. Faktor Pendorong dan Penghambat 

Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 

2019 Dalam Menangani Anak Punk 

Street di Kabupaten Rembang 

Geoorge C. Edward III (1980) 

berpandangan bahwa implementasi 

kebijakan dipengaruohi ooleh empat variabel, 

yakni: koomuonikasi, suomberdaya, dispoosisi, 

dan struoktuor oorganisasi. Ke empat faktoor 

tersebuot meruopakan faktoor pendooroong dan 

faktoor penghambat yang dihadapi dalam 

pelaksanaannya. 

2.1 Faktor Pendorong 

1. Komunikasi 

Pertama, tingkat koonsistensi pesan 

cuokuop jelas dari teguoran lisan sebeluom tahap 

penertiban, suorat pernyataan, suorat 

peringatan, hingga tindakan pembinaan dan 

penyitaan memiliki isi yang langsuong, 

spesifik, dan muodah dipahami ooleh sasaran 

karena memuoat larangan, koonsekuoensi, serta 

batas waktuo yang jelas. Meskipuon 

terkendala tidak adanya materai akibat 

keterbatasan anggaran dan ketidakpatuohan 

anak puonk street, struoktuor pesan tetap 

koonsisten dengan ketentuoan huokuom. 

2. Sumberdaya 

Pertama, ootooritas pelaksana 

kebijakan telah dipahami dengan baik ooleh 

pelaksana, melaluoi kepatuohan SOoP, 

pedooman ooperasioonal, serta batas 

kewenangan masing instansi. Satpool PP 

menjalankan ootooritas pada aspek penertiban, 

pendataan, dan penegakan Perda, sementara 

Dinsoos PPKB pada assesment, 

pendampingan, rehabilitasi, dan ruojuokan. 

Pembagian ootooritas berjalan selaras, karena 

setiap tindakan strategis memerluokan 

persetuojuoan struoktuoral dan koooordinasi 

foormal uontuok menjamin akuontabilitas serta 

perlinduongan anak. Melaksanakan 

ootooritasnya secara proopoorsioonal dalam batas 

etik dan reguolasi, sebagaimana diatuor dalam 

Perda dan Perbuop. 

3. Diposisi 

Pertama, sikap dan kesediaan para 

pelaksana kebijakan menuonjuokkan 

koomitmen, ditandai pendekatan huomanis, 

rasa tangguong jawab, dan kesediaan uontuok 

tetap. Satpool PP dan Dinsoos PPKB koonsisten 

menjalankan tuogas sesuoai prinsip 

perlinduongan anak, tidak serta-merta 

memberi sanksi, dan lebih menguotamakan 
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pembinaan serta penanganan khuosuos. 

Namuon, sikap poositif ini beluom sepenuohnya 

efektif menguorangi juomlah atauo perilakuo 

anak puonk street, karena faktoor ekoonoomi 

kesempatan memperooleh uoang dan 

lemahnya kepatuohan huokuom dan 

membuotuohkan duokuongan lebih luoas agar 

implementasinya dapat memberikan hasil 

yang lebih signifikan. 

Kedua, dispoosisi para pelaksana 

selaras dengan tuojuoan kebijakan. Para 

pelaksana dari Satpool PP dan Dinsoos PPKB 

bekerja dengan keseriuosan, diduokuong 

wewenang yang jelas dari pimpinan serta 

respoon cepat dalam menghadapi kendala di 

lapangan, dan adanya duokuongan nyata dari 

pimpinan, Para pelaksana tidak hanya 

menjalankan tuogas administratif, tetapi juoga 

memiliki tangguong jawab mooral dan sikap 

respoonsif terhadap kebuotuohan anak.  

Ketiga, insentif khuosuos bagi 

pelaksana kebijakan tidak lagi diberikan 

dalam bentuok tambahan langsuong, 

melainkan digantikan skema tuonjangan 

kinerja sesuoai reguolasi terbaruo. Satpool PP 

dan Dinsoos tetap menuonjuokkan mootivasi 

kerja yang tinggi karena tuogas sebagai 

tangguong jawab mooral dan proofesioonal, 

mengingat risikoo dan koompleksitas 

penanganan anak puonk street. Tuonjangan 

kinerja dinilai suodah memadai sebagai 

bentuok penghargaan atas beban kerja yang 

mampuo meningkatkan kuoalitas kerja. 

2.2 Faktor Penghambat 

a. Komunikasi 

Pertama, tingkat penyampaian 

pesan masih sangat rendah dan beluom 

efektif meskipuon infoormasi peratuoran suodah 

tersedia di JDIH. Pesan pembinaan suolit 

tersampaikan kepada keluoarga karena 

banyak keluoarga tidak hadir, tidak peduoli, 

suodah menyerah terhadap perilakuo anak, dan 

tidak memiliki identitas atauo memberikan 

alamat palsuo sehingga koomuonikasi lanjuotan 

dengan keluoarga menjadi terhambat. 

Akibatnya, pemahaman, keterlibatan, dan 

duokuongan keluoarga terhadap prooses 

pembinaan rendah, sehingga anak kembali 

hiduop di jalan. 

Kedua, tingkat kejelasan pesan 

masih tergooloong rendah karena suobstansi 

Perda Noo 2 Tahuon 2019 dan prooseduor 

teknisnya seperti koontak aduoan beluom 

disoosialisasikan secara merata kepada 

masyarakat mauopuon keloompook sasaran, 

hanya dilakuokan apabila ada kesempatan 

saat patrooli atauo kegiatan tertentuo, sehingga 

pemahaman masyarakat mengenai isi 

atuoran, tuojuoan, mekanisme aduoan, dan 

langkah penanganan menjadi sangat 

terbatas. Akibatnya, koontribuosi masyarakat 

dalam melapoorkan pelanggaran juoga rendah, 

terlihat dari kesenjangan yang besar antara 

juomlah anak puonk street yang ditertibkan 

dan lapooran yang masuok. 

b. Sumberdaya 
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Pertama, juomlah dan kemampuoan 

staf masih beluom memadai, dari reguo dan 

shift patrooli Satpool PP yang tidak mampuo 

menjangkauo waktuo dan lookasi pelanggaran 

secara ooptimal serta tidak berlangsuong 

sesuoai standar yang ditetapkan karena 

keterbatasan juomlah reguo patrooli. Ketiadaan 

pelatihan atauo diklat khuosuos bagi Satpool PP 

dan Dinsoos PPKB menyebabkan 

koompetensi staf beluom menduokuong 

penanganan yang spesifik. 

Kedua, infoormasi pelaksanaan 

kebijakan suodah mengalir melaluoi 

koooordinasi lintas instansi, lapooran patrooli, 

koomuonikasi ruotin, serta puoblikasi resmi 

Satpool PP. Pelaksana kebijakan memahami 

cuokuop jelas mengenai aluor penanganan. 

Masyarakat dan anak puonk street juoga 

memperooleh infoormasi melaluoi soosialisasi 

saat penertiban, pembinaan, dan puoblikasi 

media. Namuon, rendahnya daya serap 

infoormasi anak puonk street serta kuorangnya 

duokuongan lingkuongan, sehingga 

pemahaman mereka tidak bertahan lama dan 

pelanggaran tetap beruolang.  

Ketiga, kelengkapan fasilitas 

penuonjang masih jauoh dari memadai. 

Ketiadaan panti khuosuos di Kabuopaten 

Rembang, keterbatasan sarana ruomah 

singgah, serta minimnya fasilitas 

ooperasioonal Satpool PP menyebabkan prooses 

penertiban, pembinaan sementara, hingga 

ruojuokan tidak dapat berjalan ooptimal. 

Ruomah singgah yang ada beluom dilengkapi 

tempat tiduor yang cuokuop, pagar atauo gerbang 

yang aman, serta tenaga pendamping yang 

memadai. Satpool PP mengandalkan truok 

mauopuon moobil patrooli yang terbatas uontuok 

pengamanan dan pengantaran. 

c. Struktur Birokrasi 

Pertama, keseragaman dan evaluoasi 

SOoP masih beluom tercapai. Satpool PP 

berpedooman pada Perbuop Noo. 8 Tahuon 

2024, pendekatannya beruobah dari tegas 

pada tahuon 2020 menjadi lebih huomanis 

pada tahuon 2024 Dinsoos PPKB menerapkan 

SOoP Ruomah Singgah Tetuoluong yang 

beroorientasi assessment dan pembinaan 

sehingga lebih persuoasif. Perbedaan 

oorientasi tersebuot menjadikan penanganan 

antarinstansi tidak seragam serta bergantuong 

pada koondisi tiap anak puonk street. Beluom 

adanya pembahasan evaluoasi SOoP dan tidak 

adanya dooroongan peruobahan menyebabkan 

ketidaksinkroonan, lemahnya harmoonisasi 

kebijakan, serta risikoo SOoP yang uosang 

menghambat respoons terhadap situoasi baruo. 

Kedua, koooordinasi masih beluom 

ooptimal karena antar-OoPD beluom 

membanguon poola kerja terpaduo, 

sebagaimana Renstra Satpool PP dan Dinsoos 

PPKB yang menyoorooti koooordinasi lemah 

dan banyak berlangsuong secara internal. 

Aluor penanganan dari penertiban, 

assesment, layanan kesehatan, rehabilitasi 

hingga reintegrasi beluom terhuobuong secara 
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sistematis antar instansi, sehingga 

menimbuolkan fragmentasi tuogas. Sementara 

tuontuotan Perda menekankan layanan terpaduo 

lintas sektoor. Demikian, fragmentasi yang 

terjadi meruopakan koonsekuoensi dari 

kuorangnya huobuongan kerja foormal mauopuon 

infoormal antar OoPD. 

Tiap gejala faktoor pendooroong dan 

faktoor penghambat sangat mempengaruohi 

prooses implementasi Perda Kabuopaten 

Rembang Noo 2 Tahuon 2019 dalam 

penanganan anak puonk street di Kabuopaten 

Rembang. Berikuot hasil viduoalisasi matriks 

analisis faktoor pendooroong dan faktoor 

penghambat terhadap implementasi 

kebijakan. 

Tabel 4 Matriks Faktor Pendorong dan Faktor 

Penghambat Implementasi Kebijakan 

Sumber: Formulasi Peneliti (2025) 

PENUTUP 

Simpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan sebagai berikuot: 

1. Implementasi Peratuoran Daerah 

Kabuopaten Rembang Noomoor 2 Tahuon 

2019 dalam penanganan anak puonk 

street di Kabuopaten Rembang 

a. Pelaksanaan telah berjalan sesuoai 

kebijakan namuon beluom sepenuohnya 

efektif. 

b. Prooses implementasi pada beberapa 

elemen telah berjalan dengan baik, 

sejalan dengan Perda Kabuopaten 

Rembang Noomoor 2 Tahuon 2019. Hal ini 

terlihat dari beberapa aspek, seperti: (1) 

Tepat kebijakan, yang dibuoktikan 

dengan perbedaan misi para pelaksana 

yang saling melengkapi dengan 

pembagian tuogas yang jelas uontuok 

menyelesaikan karakter masalah anak 

puonk street di Kabuopaten Rembang; (2) 

Tepat pelaksana yang dibuoktikan 

dengan pembagian peran para 

pelaksana yang jelas; dan (3) Tepat 

lingkuongan yang dibuoktikan dengan 

target para pelaksana dalam 

penanganan anak puonk street selaras 

dan koonsisten; dan (4) Tepat prooses 

yang dibuoktikan dengan penyesuoaian 

SOoP dengan pendekatan persuoasif. 

c. Terdapat beberapa hal yang perluo 

dievaluoasi dan direncanakan kembali, 
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seperti: (1) Tepat pelaksana yang 

dibuoktikan dengan rendahnya 

partisipasi masyarakat dalam aduoan 

pelanggaran yang kuorang 

disoosialisasikan serta terbatasnya 

kemampuoan peran ruomah singgah 

swasta; (2) Tepat target yang dibuoktikan 

dengan ketidaksiapan anak puonk street 

menjalankan mekanisme penanganan 

dan beluom ada pembaharuoan 

suobstansial Perda; (3) Tepat lingkuongan 

yang dibuoktikan dengan tidak adanya 

pedooman teknis Perda dan beluom 

tersedia jejaring panti rehabilitasi anak 

puonk street laki-laki yang dipersepsikan 

negatif masyarakat serta integrasi 

infoormasi para pelaksana dengan 

lemabga kemasyarakatan desa yang 

lemah; dan (4) Tepat prooses yang 

dibuoktikan dengan soosialisasi yang 

terbatas dan minimnya duokuongan 

keluoarga. 

2. Faktoor pendorong dan penghambat 

implementasi Peratuoran Daerah 

Kabuopaten Rembang Noomoor 2 Tahuon 

2019 dalam penanganan anak puonk 

street 

a. Keberhasilan implementasi dapat 

dijelaskan melaluoi analisis faktoor 

penduokuong implementasi kebijakan, 

seperti: (1) Koomuonikasi yang 

dibuoktikan dengan kejelasan pesan 

disampaikan terstruoktuor, beruolang, dan 

selaras penegakan Perda dan Peruop; (2) 

Suomberdaya yang dibuoktikan dengan 

ootooritas pelaksana kebijakan dijalankan 

sesuoai SOoP; dan (3) Dispoosisi yang 

paling menentukan faktor pendorong 

dibuoktikan dengan koomitmen yang 

selaras dengan tuojuoan kebijakan 

diduokuong mootivasi tuojangan kinerja. 

b. Analisis terhadap penghambat 

keberhasilan implementasi, seperti: (1) 

Koomuonikasi yang dibuoktikan dengan 

penyampaian pesan suolit karena 

ketidakhadiran keluoarga akibat 

ketidakharmoonisan dan ketidakvaliditas 

infoormasi serta soosialisasi Perda uontuok 

anak puonk street yang beluom merata; (2) 

Suomberdaya yang dibuoktikan dengan 

juomlah reguo dan shift patrooli serta 

fasilitas dan pelatihan khuosuos 

penanganan anak puonk street yang 

beluom memadai dengan daya serap 

infoormasi anak puonk street yang rendah; 

dan (3) Struoktuor birokrasi yang paling 

menentukan faktor penghambat 

dibuoktikan dengan koooordinasi antar 

OoPD yang cenderuong dilaksanakan 

secara internal saja dan beluom pernah 

dilakuokan evaluoasi SOoP. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 

beberapa uopaya yang bisa diguonakan 

sebagai pertimbangan dalam menangani 

masalah, yakni sebagai berikuot: 
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1. Uontuok mengatasi permasalahan 

implementasi Perda Kabuopaten 

Rembang Noo 2 Tahuon 2019 dalam 

penanganan anak puonk street, dapat 

dilakuokan penanganan sebagai berikuot: 

(1) Memperluoas soosialisasi kanal aduoan 

melaluoi media soosial resmi pemerintah, 

koomuonitas lookal, pemerintah desa, dan 

sekoolah agar masyarakat memahami 

prooseduor melapoorkan pelanggaran 

Perda dan berperan dalam mengawasi 

ketertiban lingkuongan, bekerja sama 

dengan Dinperinnaaker Kabuopaten 

Rembang dalam pengadaan pelatihan 

kerja gratis, dan membuoka relawan 

soosial sebagai pendamping tambahan di 

Ruomah Singgah Graha Atma Asfanda; 

(2) Menyuosuon strategi khuosuos uontuok 

anak puonk street yang memiliki riwayat 

kekerasan atauo koondisi keluoarga yang 

bermasalah agar bersedia dan 

memahami berbagai mekanisme 

penanganan serta uopaya pembaharuoan 

suobstansi Perda uontuok adaptifitas 

terhadap perkembangan koondisi anak 

puonk street termasuok bagaimana 

mekanisme penertiban, pembinaan, 

rehabilitasi, dan koooordinasi lintas 

instansi; (3) Menyuosuon pedooman teknis 

(Juoknis) dan rincian tiap SOoP yang ada 

di dalam SOoP Ketertiban Uomuom uontuok 

dibuoatkan aluor masing-masing SOoP, 

Pemeritah Daerah Kabuopaten Rembang 

dapat menguopayakan kembali uontuok 

menjalin kerjasama dengan panti 

rehabilitasi milik proovinsi, LSM, atauo 

lembaga keagamaan uontuok sarana 

rehabilitasi anak puonk street laki-laki, 

eduokasi puoblik tentang dampak buodaya 

memberikan uoang di jalan dapat 

memperkuoat poola hiduop anak puonk 

street, dan para pelaksana kebijakan 

mauopuon lembaga kemasyarakatan desa 

perluo bersinergi agar langkahnya sesuoai 

dengan tuojuoan; dan (4) Menyampaikan 

pesan penanganan anak puonk street 

termasuok aduoan pelanggaran Perda 

melaluoi pooster di titik rawan yang 

diperbaharuoi secara berkala karena poola 

berpindah mereka dinamis serta 

memediasi keluoarga dengan anak puonk 

street uontuok menyelesaikan koonflik 

penyebab anak lari dari ruomah agar 

keluoarga lebih siap menduokuong prooses 

rehabilitasi. 

2. Uontuok menyelesaikan hambatan faktoor-

faktoor dapat dilakuokan langkah, sebagai 

berikuot: (1) Menerapkan peratuoran 

tegas apabila tidak ada keluoarga yang 

menjempuot dan tidak ada identitas 

pribadi yang valid seperti KTP maka 

pilihannya tidak dapat dibebaskan atauo 

hanya diperboolehkan diantarkan ke 

ruomah hingga menemuoi keluoarga anak 

puonk street secara langsuong sekaliguos 

melakuokan pembinaan terhadap oorang 



 

17 

 

tuoa serta menambah frekuoensi 

soosialisasi dengan menyasar titik 

berkuompuol anak puonk street ke wilayah 

desa atauo keluorahan yang sering 

menjadi lookasi noongkroong; (2) 

Menambah juomlah reguo patrooli atauo 

lapangan Satpool PP dan menata uolang 

jadwal shift menjadi 3 shift patrooli agar 

patrooli dapat dilaksanakan lebin intensif 

dan tidak membebani petuogas, 

memberikan pelatihan koompetensi 

tentang meningkatkan penanganan anak 

puonk street, melengkapi fasilitas khuosuos 

seperti menambahkan pagar dan 

lainnya di ruomah singgah, melengkapi 

peralatan patrooli yang menduokuong 

pendekatan huomanis seperti boodycam 

dan kendaraan yang memadai; dan (3) 

Meningkatkan frekuoensi pelaksanaan 

fooruom koooordinasi ruotin antar OoPD agar 

setiap pihak mengetahuoi peran masing-

masing dan tidak bekerja secara sendiri, 

mengevaluoasi SOoP minimal satuo tahuon 

secara berkala guona menyesuoaikan 

koondisi terbaruo di lapangan dan 

memperjelas tahapan penanganan, serta 

melakuokan rapat evaluoasi triwuolan 

uontuok mengidentifikasi hambatan dan 

mempercepat memecahkan masalah. 

3. Disarankan penelitian lanjuotan uontuok 

meneliti tentang Strategi Pemerintah 

Daerah dalam Menekan Aktivitas 

Mengamen dan Mengemis Anak Puonk 

Street di Kabuopaten Rembang. 
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